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PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Kejaksaan
Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada
zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit,
istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan
jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari
kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa
adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapabhit, tepatnya di saat Prabu
Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang
diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para
dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang
memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang
mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas opzichter atau hakim tertinggi
oppenrrechter. Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda,
bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga
adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan

jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang



menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van
Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen
(Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah
langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung
sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan
Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara
lain:

a. Mempertahankan segala peraturan Negara
b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, Kkhususnya
dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang
terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WVS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara
resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman
pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu
Seirei N0.3/1942, N0.2/1944 dan No0.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada
pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan
agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan
negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki

kekuasaan untuk:



1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran

2. Menuntut Perkara

3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.

4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan
dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal Il Aturan
Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2
Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.l. membentuk
badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.l. telah ada
sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945.
Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan
dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen
Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika
secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem
pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik
Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring
dengan perjalanan sejarah Kketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan,

organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai



perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta
bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut  Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan
mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan
UndangUndang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara
penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1),
penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa
Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden.
Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai
alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi
departemen, disahkan  Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang
Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan
RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961
kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik
Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan
organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya
Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

1.1.1 Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap

pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam

penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi



Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut
gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan
yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak
lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2
ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena
hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat
diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut
Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan
juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive
ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang
lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai
lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang
diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini
tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah

lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan



secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan
wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh
kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam
melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
R.1. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a) Melakukan penuntutan;

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

¢) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat,putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang;

e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan
atas nama negara atau pemerintah

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan

turut menyelenggarakan kegiatan:



a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c) Pengamanan peredaran barang cetakan;

d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa
Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di
rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena
bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal
yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan
Atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut
menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-
undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan
undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya,Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan
badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan
pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan
hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab.

Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini



mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi
korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak
pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh
Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian Rl serta badan-badan lainnya.
Kendala tersebut antara lain:
1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaita dengan
berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum
yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan
serta pembakaran rumah penegak hukum
Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu
dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap
mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971,
dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999.
Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga

pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor.



Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para
koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik
tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi
juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara
tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang
dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.
Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui
pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas,
independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan
pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai
extraordinary crime .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan
pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4
Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni
Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan
masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan
penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan

Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil
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adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan
fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.
1.1.2 Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan R.l. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan
negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam
penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang
dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung,
Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya
dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang

tidak dapat dipisahkan.

Gambar 1.1
Kejaksaan Negri RI

Sumber : Internet Kejaksaan
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Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan
UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.l., Kejaksaan sebagai salah satu
lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan
supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi
manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam
UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Rl sebagai lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi,
tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh
Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala
Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada
posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena
Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses
pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan
pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah
suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang
sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi

pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara
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pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha
Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan
tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan
pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
1.1.3 Logo dan Maknanya
1.1.3.1 Logo

Sebagaimana perusahaan besar lainnya yang memliki cirri berupa logo
begitupun Kejaksaan yang memilki logo sebagai berikut :

Gambar 1,2

Logo Kejaksaan

Sumber : Internet Kejaksaan
1.1.3.2 Makna Lambang Kejaksaan
1. Bintang bersudut tiga
Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi.

Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila
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Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus

dihayati dan diamalkan.

. Pedang

senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk
membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang
diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan
kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

. Seloka ”Satya Adi Wicaksana”

a. Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa
dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan
mempunyai arti serta makna:

b. Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan
keluarga maupun kepada sesama manusia.

c. Adi: kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur
utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang

Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
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d. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku,
khususnyadalam penerapan kekuasaan dan
kewenangannya.

1.1.3. 3 Makna tata warna
e Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam
gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
e Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan
pengejaran/pengraihan cita-cita.
1.1.4 Visi dan Misi
1.1.4.1 Visi
"Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang
melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM
dalam negara hukum berdasarkan Pancasila”
1.1.4.2 Misi
e Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum
e Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
e Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum
dengan mengingat norma keagamaan, kesesuliaan,
e Kkesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai

kemanusiaan dalam masyarakat.



15

1.1.6 Tugas dan Wewenang Kejaksaan
Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.
Di bidang pidana :
+ melakukan penuntutan;
+ melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
+ melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
+ melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang- undang;
+ melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara : Kejaksaan dengan kuasa Khusus,
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama
negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman
umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

e peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

¢ pengamanan kebijakan penegakan hukum;

e pengawasan peredaran barang cetakan;
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pengawasan aliran kepercayaan Yyang dapat membahayakan

masyarakat dan negara;
pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

1.1.4.3 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibu kota Propinsi dengan daerah

hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan. Kepala Kejaksaan Tinggi

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan

Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur

pelaksana. Kanal ini memuat informasi, data, serta bebagai perkembangan lain di

lingkungan kerja masing-masing Kejaksaan Tinggi.

Fungsi

1.

Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis
pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai
dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana,
pembinaan manajemen,administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta
pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan

keadilan di bidang pidana;
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4. pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang
ketertibandan ketentraman umum,pemberian  bantuan,pertimbangan,
pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha
negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin
kepastian hukum,kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan

yang ditetapkan Jaksa Agung;

5. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat
perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim
karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat
membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

6. pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan
peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum
masyarakat;

7. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan,
baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

1.2 Sejarah Divisi (bagian) Tempat PKL
Asisten Intelijen merupakan bagian dari Administrasi Umum Kejaksaan

yang meliputi keseluruhan proses kegiatan dan operasi intelijen yustisial baik

preventif maupun represif serta penyuluhan dan penerangan hukum, berupa
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pencatatan proses penanganan dalam bentuk surat registerdan laporan. Dalam
melaksanakan tugasnya asisten intelijen dibantu oleh beberapa Kasi,
diantaranya :
1. Kasi. Sosial dan Politik
2. Kasi. Ekonomi dan Keuangan
3. Kasi. Prodsarin (Produksi Sarana Intelijen)
4. Kasi. Penkum Humas

Pekum humas ini berada pada naungan Asistan Intelijen dan dikepalai
oleh seorang Kasi Penkum dan Humas. Pada Kasi Penkum dan Humas dipimpin
oleh Suryo Atmono, SH. Secara garis besar penkum humas merekomendasikan
pada tahun 2008, intelijen kejaksaan akan kembangkan instrument preventif
atau edukasidiluar instrument represif melalui peningkatan program

BINMATKUM baik yang ada di pusat maupun daerah.



1.3 Struktur Perusahaan /Instansi

KOODINATOR

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Gambar 1.4

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
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BAGIAN TU

AS.BIN

AS.INTEL

AS.PIDUM

AS.PIDSUS

AS.DATUN

AS.WAS

KEJAKSAAN NEGERI

Sumber : Internet Kejati
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1.4 Struktur Divisi atau Humas

Gambar 1.5

STRUKTUR ORGANSISASI BIDANG ASISTEN ONTELIJEN

ASISTEN INTELEJEN

SEKSI | SEKSI I SEKSI I SEKSI PENKUM
HUMAS

Sumber : Internet Kejati

1.5 Job Deskription
Pada job deskription dalam penkum dan humas terdapat di pasal 540,541,
542 dan 543, sebagai berikut : penkum dan humas
Pasal 540
Seksi penerangan hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas
melakukan kegiatan dibidang penerangan hukum dan hubungan masyarakat untuk
mendukung kegiatan dan operasi intelijen yustisial.
Pasal 541
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 540, seksi
penerapan hukum dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program Kkerja ,

serta laporan pelaksanaannya.



b)

d)
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Penyiapan perumusan pelaksanaan teknis penerangan, publikasi,
hubungan masyarakat dan dokumentasi.

Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dari Kejaksaan Negri
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk kegiatan
publikasi serta pembinaan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan kerjasama denganinstansi terkaitdan

organisasi sosial kemasyarakatan dalam rangka program penerangan
hukum dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan pendokumentasian, pendistribusian dan pelaksanaan tugas

Pasal 542

Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a)
b)

1.

Subseksi Penerangan Hukum
Subseksi Hubungan Masyarakat

Pasal 543

Subseksi penerangan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

pemberian penerangan hukum mengenai berbagai masalah yang
menyangkut kegiatan Kejaksaan, melakukan urusan dokumentasi, serta
penyiapan bahan-bahan untuk pelaksanaan penerangan hukum kepada
masyarakat dan instansi pemerintah swasta.
Subseksi Hubungan Masyarakat mempuyai tugas melakukanpenyiapan
dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat

umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan
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Kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dan lembaga legislatif di daerah,
instansi pemerintahan, mass media dan masyarakat.

1.5 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

adalah sebagai berikut :

Pengendaraan kendaraan dinas operasional

1. Kendaraan Tahanan

Kendaraan tahanan roda 6 merk Toyota Dyna Rhino dari Kejagung Rl masing-

masing :

Kejaksaan Unit

Kejati Jabar 1 (satu)

2. Kendaraan Operasional

Kendaraan operasionas Toyota Kijang Innova sebanyak 7 unit masing-masing

Kejaksaan Unit

Kejati Jabar 7 (tujuh)




3. Kendaraan Roda 2 (sepeda motor)

Sepeda motor merek spra fit sebanyak 2 unit, masing-masing
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Kejaksaan unit

Kejari Jabar 1 (satu)

Pengadaan Peralatan Kantor

1.

Komputer & Laptop

Personal komputer sebanyak 15 unit, masing-masing:

Kejaksaan unit

Kejari Jabar 15 (satu)

2.

4.

Proyektor

Sebanyak 3 unit, dan 2 unit dari Kejagung RI
Portable Wireless Amplifier

Sebanyak 1 unit dari Kejagung RI

Video Conference Sistem Sony

Sebanyak 1 paket dari Kejagung RI
Meubelair

a. Meja biro 120 (seratus dua puluh) buah

b. Lemari kayu 60 (enam puluh) buah

c. Meja rapat 8 (delapan) set

d. Meja Y2 biro 290 (dua ratus smbilan puluh) buah

e. Rak kayu 96 (sembilan puluh enam) buah
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f. Sofa 21 (dua puluh satu) set
Diperuntukan bagi Kejati Jabar

a. Kursi tamu 10 (sepuluh) set

b. Meja biro sedang 6 (enam) buah
c. Tempat tidur 1 (satu) buah

d. Lemari pakaian 1 (satu) buah

e. Meja baca 3 (tiga) buah

f. Meja makan 1 (satu) buah

g. Bufet 2 (dua) buah

h. Rak surat 1 (satu) buah

7. Ac dari proyek

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ac
1 PK 20 (dua puluh) Kejati Jabar dan Kejari-Kejari.buah
2PK 3 (tiga) buah 3 (tiga) Kejari.
3PK 2(dua) buah Kejati Jabar.
PABX Sebanyak 1 (satu) buah dari proyek
Panaboard sebanyak 1 (satu) buah dari proyek
Pompa air sebanyak 6 (enam) buah dari proyek
Penangkal Petir untuk 6 (enam) titik dari proyek
Pemadam kebakaran sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dari
proyek untuk Kejati dan Kejari
Filling Cabinet sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) buah dari

proyek untuk Kejati dan Kejari



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25
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Mesin Tik Manual sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah dari proyek
unutk Kejari-Kejari.

Brankas sebanyak 11 (sebelas) buah dari proyek untuk Kejati dan
Kejari-Kejari.

Whiteboard sebanyak 1(satu) buah dari proyek.

Vertikal Blinds sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) meter dari
proyek.

Lemari besi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah dari proyek
untuk Kejati dan Kejari-Kejari.

Kursi kerja sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah dari proyek
untuk Kejati dan Kejari-Kejari.

Kursi rapat sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah dari proyek
untuk Kejati dan Kejari-Kejari.

Kursi undangan sebanyak 100 (seratus) buah dari proyek.

Kursi hadap sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) buah dari proyek
untuk Kejati dan Kejari-Kejari.

Kursi direktur sebanyak 8 (delapan) buah dari proyek untuk Kejati
dan Kejari-Kejari.

Ordner plastik sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah dari

proyek.

. Dosir kepegawaian sebanyak 300 (tiga ratus) buah dari proyek.
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1.7 Lokasi dan waktu PKL
1.7.1 Lokasi PKL

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dipimpin oleh Sugiyanto, SH. MH
sebagai kepala Kejati. Kantor Kejati ini berada di JL. RE. Martadinata No. 54,
Bandung. Telp. 022-423 9375. Kejati Jawa Barat adalah kejaksaan di ibukota
provinsi Jawa Barat, dengan wilayah tugas meliputi wilayah provinsi yang
bersangkutan.
1.7.2 Waktu PKL
Pelaksanaan PKL terhitung dari tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 27 Agustus

2013.



